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Telah dilakukan

Dalam bentuk FGD maupun

seminar.

Dihadiri 1.200 pemangku

kepentingan dan 72.000 peserta,

serta menerima setidaknya 2.700

masukan secara lisan maupun

melalui portal partisipasisehat.

115 kali Meaningful 

Participation

Meaningful 

Participation
PESERTA MEANINGFUL PARTICIPATION

Kementerian/Lembaga terkait bidang
Kesehatan;

Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
(IDI; PDGI; IBI; PPNI; IAI; IAKMI);

Perhimpunan (Persakmi; PAFI) dan
Asosiasi (AIPKI; ARSPI; PERSI);

Forum Masyarakat/ Badan Hukum/
Kelompok Pemerhati Kesehatan/dll.

1

2

3

4
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Ditjen Kesehatan Masyarakat

Hasil Meaningful Participation 
#1
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partisipasisehat.kemkes.go.id

Masukan masyarakat

Hak Masyarakat 

Hak untuk mendapatkan penjelasan atau
jawaban atas pendapat yang diberikan



UU KESEHATAN

Metode Omnibus Law 
PS 64 UU 13/2022

Memuat materi muatan baru;

Mengubah materi muatan yang memiliki
keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum
yang diatur dalam berbagai UU; dan

Mencabut UU yang jenis dan hierarkinya
sama, dengan menggabungkannya ke PUU.

1. UU No 419/1949 tentang Ordonansi Obat Keras

2. UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular

3. UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

4. UU No 36/2009 tentang Kesehatan 

5. UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit

6. UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran

7. UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa 

8. UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan 

9. UU No 38/2014 tentang Keperawatan

10. UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

11. UU No 4/2019 tentang Kebidanan

11 Undang-Undang Dicabut 

20 

BAB

Sistematika

458 

Pasal

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Hak dan Kewajiban

BAB III
Tanggung Jawab 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah

BAB IV
Penyelenggaraan
Kesehatan

BAB V Upaya Kesehatan

BAB VI
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

BAB VII
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

BAB VIII Perbekalan Kesehatan

BAB IX
Ketahanan Kefarmasian
dan Alat Kesehatan

BAB X Teknologi Kesehatan

BAB XI Sistem Informasi Kesehatan

BAB XII
Kejadian Luar Biasa dan 
Wabah

BAB XIII Pendanaan Kesehatan

BAB XIV
Kordinasi dan Sinkronisasi
Penguatan Sistem
Ketahanan Kesehatan

BAB XV Partisipasi Masyarakat

BAB XVI Pembinaan dan Pengawasan

BAB XVII Penyidikan

BAB XVIII Ketentuan Pidana

BAB XIX Ketentuan Peralihan

Bab XX Ketentuan Penutup

Peraturan

Pelaksanaan

- RPP = 100

- RPERPRES = 2

- RKMK = 5
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Kesehatan merupakan hak

setiap warga negara 

Indonesia 

dan Negara bertanggung

jawab untuk mewujudkannya

1 Pasal 28H UUD 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 34 ayat 3 UUD 1945

“Negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

2
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MASALAH 

KESEHATAN

TRANSFORMASI
SISTEM KESEHATAN

1 

2

3

5

6

4

Menciptakan layanan kesehatan yang
berfokus pada upaya untuk mencegah
orang sehat menjadi sakit.

Mempermudah masyarakat
mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas.

a. Meningkatkan kemandirian dalam
memproduksi sediaan farmasi (mis.
obat) dan alat kesehatan.

b. Mempersiapkan masyarakat untuk
menghadapi krisis kesehatan di masa
kini dan yang akan datang.

Meningkatkan efisiensi pembiayaan
kesehatan.

Meningkatkan produksi tenaga medis
dan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan
dan inovasi teknologi kesehatan.
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v

PENYELENGARAAN 

KESEHATAN 

UPAYA KESEHATAN

Mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-
tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya
Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan
masyarakat.

1. Upaya Kesehatan Perseorangan:
bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif yang berdampak hanya kepada individu.

2. Upaya Kesehatan Masyarakat:
bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif yang berdampak pada masyarakat.

SUMBER DAYA KESEHATAN
Mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c. Perbekalan Kesehatan;
d. Sistem Informasi Kesehatan;
e. Teknologi Kesehatan;
f. pendanaan Kesehatan; dan
g. sumber daya lain yang diperlukan.

v

PENGELOLAAN KESEHATAN

Dilakukan terhadap Upaya Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan.

Diselenggarakan oleh:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa yang dilakukan secara
terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat Kesehatan
yang setinggi-tingginya.

Sistem Kesehatan Nasional

Dilakukan secara: 

Berjenjang di pusat dan daerah dalam suatu
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HAK DAN 

KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Hak dan Kewajiban Pasien

Hak: Kewajiban

Menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan
bertanggung jawab;

Menerima atau menolak sebagian atau seluruh
tindakan pertolongan yang akan diberikan
kepadanya setelah menerima dan memahami
informasi mengenai tindakan tersebut secara
lengkap;

Dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam
keadaan Gawat Darurat dan/atau penanggulangan KLB atau
Wabah.

Tidak berlaku pada:
a. seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular

kepada masyarakat secara lebih luas;
b. penanggulangan KLB atau Wabah;
c. seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan

Gawat Darurat; dan
d. seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang

dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan
tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan
kedaruratan.

Tidak berlaku dalam hal:
a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam

rangka penegakan hukum;
b. penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
c. kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
d. upaya pelindungan terhadap bahaya ancarnan

keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
e. kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan,

penyembuhan, dan perawatan Pasien;
f. permintaan Pasien sendiri;
g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau

jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/ atau
h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Memperoleh kerahasiaan data dan informasi
Kesehatan pribadinya;

Mewujudkan,
mempertahankan, dan
meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat yang
setinggitingginya;

Menjaga dan meningkatkan
derajat Kesehatan bagi
orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya;

Menghormati hak orang lain
dalam upaya memperoleh
lingkungan yang sehat;

Menerapkan perilaku hidup
sehat dan menghormati hak
Kesehatan orang lain;

Mematuhi kegiatan
penanggulangan KLB atau
Wabah; dan

Mengikuti program jaminan
kesehatan dalam sistem
jaminan sosial nasional.

Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan
kebutuhan medis, standar profesi,
dan pelayanan yang bermutu;

Menolak atau menyetujui tindakan
medis;

Mendapatkan akses terhadap
informasi yang terdapat di dalam
rekam medis;

Dikecualikan untuk tindakan medis yang
diperlukan dalam rangka pencegahan
penyakit menular dan penanggulangan KLB
atau Wabah;

Hak:

Kewajiban

Memberikan informasi yang lengkap
dan jujur tentang masalah
kesehatannya;

Mematuhi nasihat dan petunjuk
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

Mematuhi ketentuan yang berlaku
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
dan

Memberikan imbalan jasa atas
pelayanan yang diterima.

Rahasia Kesehatan Pasien

 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan wajib menyimpan rahasia
Kesehatan pribadi Pasien.

 Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi
Pasien dapat dilakukan untuk
kepentingan tertentu.

Hak dan Kewajiban SDM
Kesehatan

Mendapatkan pelindungan hukum
sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar dan etika profesi, serta
kebutuhan Kesehatan Pasien.

Mendapatkan pelindungan atas
keselamatan, Kesehatan kerja, dan
keamanan.

Mendapatkan pelindungan atas
perlakuan yang tidak sesuai dengan
harkat dan martabat.

Memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan standar, dan etika
profesi serta kebutuhan Kesehatan
Pasien.

Memperoleh persetujuan dari Pasien
atau keluarganya atas tindakan yang
akan diberikan.

Menjaga rahasia Kesehatan Pasien.

Dalam menjalankan praktik pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan WAJIB:

 Memberikan pertolongan pertama kepada
Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau
pada bencana.

 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan
kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat
Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan
dari tuntutan ganti rugi.

Dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan
apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai
dengan harkat dan martabat, termasuk tindakan
kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Hak:

Kewajiban

Hak dan Kewajiban
Peserta Didik

Hak:

Memperoleh bantuan hukum
dalam hal terjadinya sengketa
medik selama mengikuti proses
pendidikan;

Memperoleh waktu istirahat;

Mendapatkan jaminan kesehatan.

Mendapat pelindungan dari
kekerasan lisik, mental, dan
perundungan.

Mendapat imbalan jasa pelayanan
dari fasyankes sesuai dengan
Pelayanan Kesehatan yang
dilakukan.

Menjaga keselamatan Pasien;

Menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak Pasien;

Menjaga etika profesi dan
disiplin praktik Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan; dan

Menjaga etika Fasyankes &
mengikuti tata tertib yang
berlaku di penyelenggara
pendidikan serta fasyankes.

Kewajiban
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24 Upaya
Kesehatan

1. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja,
dewasa, dan lanjut usia;

2. Kesehatan penyandang disabilitas;

3. Kesehatan reproduksi;

4. keluarga berencana;

5. gizi;

6. Kesehatan gigi dan mulut;

7. Kesehatan penglihatan dan
pendengaran;

8. Kesehatan jiwa;

9. penanggulangan penyakit menular
dan penanggulangan penyakit tidak
menular;

10. Kesehatan keluarga;

11. Kesehatan sekolah;

12. Kesehatan kerja;

13. Kesehatan olahraga;

14. Kesehatan lingkungan;

15. Kesehatan matra;

16. Kesehatan bencana;

17. pelayanan darah;

18. transplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel
punca, serta bedah plastik rekonstruksi
dan estetika;

19. pengamanan dan penggunaan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT;

20. pengamanan makanan dan minuman;

21. pengamanan zat adiktif;

22. pelayanan kedokteran untuk kepentingan
hukum;

23. Pelayanan Kesehatan tradisional; dan

24. Upaya Kesehatan lainnya

Upaya Kesehatan dalam
bentuk pelayanan
diselenggarakan melalui:

1. Pelayanan Kesehatan primer

 Pelayanan Kesehatan yang terdekat
dengan masyarakat sebagai kontak
pertama Pelayanan Kesehatan.

 Diselenggarakan melalui suatu sistem
jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling
berkoordinasi dan bekerja sama.

2. Pelayanan Kesehatan Lanjutan

 Pelayanan spesialis dan/atau subspesialis yang
mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan
paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.

 Diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat lanjut.

UPAYA KESEHATAN 
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Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat
pertama

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat
lanjut

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
penunjang.

Menyelenggarakan:

Pelayanan Kesehatan
primer.

Dapat berupa: 

a. Puskesmas; 

b. klinik pratama; dan 

c. praktik mandiri Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan

Menyelenggarakan:
Pelayanan Kesehatan
lanjutan yang meliputi
pelayanan spesialistik
dan/atau pelayanan
subspesialistik.

Dapat berupa: 

a. Rumah Sakit;

b. klinik utama; 

c. balai Kesehatan; dan

d. praktik mandiri Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan.

Menyelenggarakan:
Pelayanan Kesehatan
yang menunjang
Pelayanan Kesehatan
primer dan Pelayanan
Kesehatan lanjutan.

Dapat berdiri sendiri atau dapat
bergabung dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat lanjut.

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN:

1. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan
pelayanan, pendidikan, penelitian, dan
pengembangan pelayanan di bidang
Kesehatan;

2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
yang bermutu dan mengutamakan
keselamatan Pasien;

3. menyelenggarakan rekam medis;
4. mengirimkan laporan hasil pelayanan,

pendidikan, penelitian, dan pengembangan
kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan
kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem
Informasi Kesehatan;

5. melakukan upaya pemanfaatan hasil
pelayanan, pendidikan, penelitian, dan
pengembangan di bidang Kesehatan;

6. mengintegrasikan pelayanan, pendidikan,
penelitian, dan pengembangan dalam suatu
sistem sebagai upaya mengatasi
permasalahan Kesehatan di daerah;

7. membuat standar prosedur operasional
dengan mengacu pada standar Pelayanan
Kesehatan;

8. memberikan Pelayanan Kesehatan bagi
seseorang yang berada dalam kondisi Gawat
Darurat untuk mendahulukan penyelamatan
nyawa dan pencegahan kedisabilitasan; dan

9. Pimpinan Fasyankes dilarang
mendayagunakan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang tidak memiliki SIP untuk
melakukan praktik pada Fasyankes tersebut.

Fasyankes berdasarkan Bentuknya:
1. Fasyankes Statis
2. Fasyankes Berkerak

Fasyankes dapat memberikan pelayanan:
1. Telekesehatan
2. Telemedisin

FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN #1
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RUMAH SAKIT
Menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan Kesehatan perseorangan

dalam bentuk spesialistik dan/atau

subspesialistik.

2. Dapat memberikan Pelayanan

Kesehatan dasar.

3. Dapat menyelenggarakan fungsi

Pendidikan dan penelitian di bidang

Kesehatan.

4. Harus menyelenggarakan tata kelola

Rumah Sakit dan tata kelola klinis

yang baik.

WAJIB :

• RS WAJIB memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan
kewajiban Pasien.

• RS WAJIB menghormati dan melindungi
hak-hak Pasien.

• RS WAJIB melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas

Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan DILARANG mempekerjakan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTIK.

Rumah Sakit Pendidikan

Fungsi: Sebagai tempat pendidikan, penelitian,

dan Pelayanan Kesehatan secara terpadu

dalam bidang pendidikan Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan serta pendidikan

berkelanjutan secara multiprofesi.

Penyelenggaraan:

 Bekerja sama dengan perguruan tinggi

dalam menyelenggarakan pendidikan

program akademik, program vokasi, dan

program profesi, termasuk program

spesialis/subspesialis.

 Dapat menyelenggarakan program

spesialis/subspesialis sebagai

penyelenggara utama pendidikan dengan

tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi.

 Dapat dibentuk jejaring Rumah Sakit

pendidikan.

Harus memenuhi persyaratan, standar, 

dan akreditasi sesuai dengan perannya.

Penyusunan persyaratan dan standar dilakukan

oleh Menteri Kesehatan dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan dengan melibatkan

Kolegium.

KEWAJIBAN

Pelanggaran atas

kewajiban dikenai

Sanksi Administratif

20
Kewajiban

Rumah Sakit
1. Menggugat pihak

yang mengakibatkan
kerugian.

2. Mendapatkan
perlindungan hukum
dalam
melaksanakan
Pelayanan
Kesehatan.

Sanksi administratif dapat

berupa: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tertulis; 

c. denda administratif;

d. pencabutan izin. 

HAKFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN #2
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Tugas
Menyelenggarakan dan

mengoordinasikan Pelayanan

Kesehatan promotif, preventif,

kuratif, rehabilitatif, dan/atau

paliatif dengan mengutamakan

promotif dan preventif di wilayah

kerjanya.

Peran

mewujudkan wilayah kerja yang sehat

dengan masyarakat yang:

1. berperilaku hidup sehat;

2. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan

bermutu;

3. hidup dalam lingkungan sehat; dan

4. memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-

tingginya, baik individu, keluarga,

kelompok, maupun masyarakat.

Fungsi
Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan primer di wilayah

kerjanya.

 Dilakukan melalui

pengoordinasian Sumber Daya

Kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas.

 melakukan pembinaan

terhadap jejaring Pelayanan

Kesehatan primer di wilayah

kerjanya.

Penyelenggaraan

 Didukung oleh sumber daya manusia yang

kompeten dan profesional berupa Tenaga
Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga

pendukung atau penunjang Kesehatan.

 Pimpinan Puskesmas harus memiliki

kompetensi dalam mengoordinasikan
Sumber Daya Kesehatan dan jejaring

Pelayanan Kesehatan primer di wilayah
kerja Puskesmas.

 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menjamin pemenuhan jumlah, jenis, dan

mutu sumber daya manusia di Puskesmas.

Jejaring

a. struktur jejaring berbasis

wilayah administratif;

b. struktur jejaring berbasis satuan

pendidikan;

c. struktur jejaring berbasis

tempat kerja;

d. struktur jejaring sistem rujukan;

dan

e. struktur jejaring lintas sektor.

Puskesmas melakukan

pembinaan terhadap jejaring

Pelayanan Kesehatan primer di

wilayah kerjanya.

Pimpinan Puskesmas harus

memiliki kompetensi dalam

mengoordinasikan Sumber Daya

Kesehatan dan jejaring

Pelayanan Kesehatan primer di

wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas

FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN #3
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Dalam rangka peningkatan akses

& mutu, Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dapat

mengembangkan:

a. jejaring pengampuan Pelayanan

Kesehatan;

b. kerja sama 2 atau lebih Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;

c. pusat unggulan; dan

d. Pelayanan Kesehatan terpadu.

PENINGKATAN MUTU

PENINGKATAN MUTU & PELINDUNGAN HUKUM FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
WAJIB

Melakukan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN #4

Eksternal

Dilakukan melalui:

a. Registrasi;

b. Lisensi; dan

c. AKREDITASI.

Dilaksanakan dengan

berorientasi pada pemenuhan

standar mutu, pembinaan dan

peningkatan kualitas layanan,

serta proses yang cepat,

terbuka, dan akuntabel.

Penyelenggaraan akreditasi:

oleh Menteri atau lembaga

penyelenggara akreditasi

yang ditetapkan oleh Menteri.

Internal

Dilakukan melalui:

a. pengukuran & pelaporan

indikator mutu;

b. pelaporan insiden

keselamatan Pasien; dan

c. manajemen risiko.
Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara

hukum apabila Pasien dan/atau keluarganya

menolak atau menghentikan pengobatan yang

dapat berakibat kematian Pasien setelah adanya

penjelasan medis yang komprehensif.

Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam

melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan

nyawa manusia

DALAM HAL:

Rumah Sakit mempunyai hak:

 menggugat pihak yang mengakibatkan
kerugian.

 mendapatkan pelindungan hukum dalam
melaksanakan Pelayanan Kesehatan.

DASAR PELINDUNGAN: Pasal 191 huruf e dan f UU Kesehatan

Rumah Sakit tidak dapat dituntut

PELINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT



Tenaga Medis

a. Dokter:
- Dokter
- Dokter spesialis
- Dokter subspesialis

b. Dokter Gigi:
- Dokter gigi
- Dokter gigi spesialis
- Dokter gigi subspesialis

Tenaga Kesehatan

KELOMPOK JENIS

a. tenaga psikologi klinis  terdapat 1 jenis

b. tenaga keperawatan  terdapat 3 jenis

c. tenaga kebidanan  terdapat 2 jenis

d. tenaga kefarmasian  terdapat 3 jenis

e. tenaga kesehatan masyarakat  terdapat 5 jenis

f. tenaga kesehatan lingkungan  terdapat 2 jenis

g. tenaga gizi  terdapat 2 jenis

h. tenaga keterapian fisik  terdapat 4 jenis

i. tenqga keteknisian medis  terdapat 8 jenis

j. tenaga teknik biomedika  terdapat 4 jenis

h. tenaga kesehatan tradisional  terdapat 3 jenis

i. tenaga Kesehatan lain

Bekerja pada Fasyankes atau
institusi lain di bidang kesehatan

Antara lain berupa:

a. Tenaga Biologi

b. Tenaga administratif

c. Pramusaji

Contoh: Pengambilan dan

pengiriman material dalam bentuk

spesimen klinik dan materi biologi

Tenaga Pendukung/
Penunjang Kesehatan

d. Tenaga keuangan
e. Petugas pemulasaran

jenazah
f. petugas ambulans

Kualifikasi Pendidikan Paling rendah diploma tiga

Kualifikasi Pendidikan Paling 
rendah Pendidikan profesi

SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN #1
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PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS DAN 
TENAGA KESEHATAN

 DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
PERENCANAAN dalam rangka
pemenuhan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan

 Dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dan.atau
Masyarakat.

 Dilakukan dengan memperhatikan
aspek pemerataan, pemanfaatan,
dan/atau pengembangan

MACAM PENDAYAGUNAAN TENAGA 
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

a. Pendayagunaan Tenaga Medis dan
tenaga kesehatan di Dalam Negeri.

b. Pendayagunaan Tenaga Cadangan
Kesehatan untuk Penanggulangan
KLB, Wabah, dan Darurat Bencana.

c. Pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara

Indonesia ke Luar Negeri.

d. Pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara
Indonesia Lulusan Luar Negeri.

e. Pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing Lulusan Dalam Negeri.

f. Pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan Warga Negara
Asing Lulusan Luar Negeri

Pelatihan dan/atau kegiatan

peningkatan kompetensi

dapat digunakan untuk

proses sertifikasi melalui

konversi ke dalam satuan

kredit profesi.

DILAKUKAN DALAM RANGKA

MENJAGA DAN MENINGKATKAN

MUTU

Upaya menjaga dan

peningkatan mutu

dilaksanakan sesuai dengan:

a. Standar profesi;

b. Standar kompetensi;

c. Setandar pelayanan; serta

d. Perkembangan ilmu

pengetahuan dan

teknologi.

Pelatihan dan kegiatan

peningkatan kompetensi

diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah Pusat

b. Lembaga pelatihan yang

terakreditasi oleh

Pemerintah Pusat

PELATIHAN TENAGA MEDIS DAN 
TENAGA KESEHATAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN #2
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NAKES WNA 
LULUSAN LUAR 

NEGERI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN #3
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TANGGUNGJAWAB MORAL Tenaga Medis

& Tenaga Kesehatan

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bertanggungjawab

Secara MORAL untuk:

 Mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan ETIKA PROFESI.

 Mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas
kepentingan pribadi atau kelompok.

 Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi

BERPRAKTIK SESUAI KEWENANGAN

 Tenaga medis & tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik
harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yg didasarkan pada
kompetensi yang dimilik.

 Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan yang memiliki lebih dari satu
jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup
dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.

 Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya

a. ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu
wilayah tempat Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan bertugas.

b. kebutuhan program pemerintah;

c. penanganan kegawatdaruratan medis;

d. KLB, Wabah, dan/ atau darurat bencana.

Pelanggaran atas

kewajiban dikenai

Sanksi Administratif

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI #1

Sanksi administratif dapat berupa: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tertulis; 

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan izin. 
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Memberikan kepastian hukum
terhadap STR dan SIP sebelum
DITETAPKANNYA PERATURAN
PELAKSANAAN UU Kesehatan.

SERTIFIKASI, REGISTRASI 

DAN LISENSI #2 Surat Edaran
Penyelenggaraan STR 
dan SIP Pasca Terbitnya
UU Kesehatan

REGISTRASI

STR, STR Sementara, dan STR Bersyarat, yang sudah terbit dan masih
berlaku sebelum Undang-Undang Kesehatan diundangkan

Dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku

Dapat dilakukan pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup sebelum
atau setelah berakhirnya masa berlaku STR, melalui tahapan:
a) mengajukan permohonan kepada KKI bagi Tenaga Medis dan

kepada KTKI bagi Tenaga Kesehatan dengan melampirkan STR lama;
b) Berdasarkan permohonan, KKI dan KTKI menerbitkan STR yang

berlaku seumur hidup.

STR yang sudah terbit sebelum UU Kesehatan diundangkan dan telah
habis masa berlaku kurang dari 3 (tiga) bulan pada saat permohonan
pembaharuan

Mengajukan permohonan pembaharuan STR seumur hidup

Berlaku ketentuan::
a) Memiliki SKP: dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan

ijazah dan/atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan
kecukupan SKP;

b) tidak memenuhi kecukupan SKP: harus melakukan uji kompetensi
yang dilaksanakan oleh kemkes bekerja sama dengan kolegium
dan/atau pihak lain yang terkait. Dapat mengajukan permohonan
STR seumur hidup dengan melampirkan ijazah dan/atau sertifikat
profesi dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi;

c) KKI atau KTKI menerbitkan STR yang berlaku seumur hidup bagi
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memenuhi persyaratan
permohonan

Persyaratan permohonan STR baru
a) ijazah dan/atau sertifikat profesi;
b) sertifikat kompetensi;
c) pas foto terbaru; dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

KKI atau KTKI menerbitkan STR yang berlaku
seumur hidup

Dikecualikan dari ketentuan masa berlaku,
bagi penerbitan STR untuk kepentingan
evaluasi kompetensi, praktik profesi bagi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga
negara asing, dan pendidikan, masa berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan

Proses penerbitan STR

Melalui aplikasi registrasi STR online yang
terintegrasi dengan SATUSEHAT paling lama 15
(lima belas) hari kerja setelah persyaratan
diunggah secara lengkap.

PERIZINAN

SIP yg sudah terbit sebelum UU Kesehatan diundangkan,
dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku SIP.

Mengajukan kepada kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau
Kepala Dinas Penanaman Modan & PTSP Daerah Kab/Kota,
dengan melampirkan STR dan Surat Keterangan Tempat
Praktik. Dalam hal:

a. Permohonan SIP BARU dengan STR yang sudah terbit &
masih berlkau sebelum UU Kesehatan diundangkan.

b. Permohonan SIP dengan STR seumur hidup yg diperoleh
berdasarkan pemenuhan kecukupan SKP/ sertifikat
kompetensi

c. Permohonan perpanjang SIP dengan STR yang masih
berlaku atau STR seumur hidup selain yg diperoleh
berdasarkan pemenuhan kecukupan SKP/ sertifikat
kompetensi, Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan dengan
melampirkan juga bukti pemenuhan kecukupan SKP.

SIP diterbitkan dengan masa berlaku selama 5 tahun

Dikecualikan dari ketentuan masa berlaku, bagi penerbitan SIP
untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktik profesi bagi
warga negara asing, dan pendidikan, masa berlaku sesuai
dengan ketentuan UU



KONSIL

KONSIL, KOLEGIUM, & MAJELIS DISIPLIN

Membantu pemerintah pusat dalam
pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan

kompetensi named dan nakes.

 Dibentuk oleh Menteri
dalam rangka penegakan
disiplin profesi.

 Bertugas menentukan ada
tidaknya pelanggaran
disiplin profesi yang
dilakukan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.

 Dapat bersifat permanen
atau ad hoc.

lembaga yang melaksanakan tugas secara

independen dalam rangka meningkatkan

mutu praktik dan kompetensi teknologi

keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan serta memberikan pelindungan

dan kepastian hukum kepada masyarakat

Kedudukan

berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Peran
a. merumuskan kebijakan internal dan

standardisasi pelaksanaan tugas Konsil;

b. melakukan Registrasi named dan nakes; dan

c. melakukan pembinaan teknis keprofesian

named dan nakes.

Keanggotaan

Pemerintah Pusat, profesi Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan, Kolegium, dan masyarakat.

kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu

Kesehatan yang mengampu cabang

disiplin ilmu tersebut yang menjalankan

tugas dan fungsi secara independen dan

merupakan alat kelengkapan Konsil

MAJELIS 

DISIPLIN

KOLEGIUM

Kedudukan

Merupakan alat kelengkapan konsil.

Peran
a. menyusun standar kompetensi Tenaga

Medis dan Tenaga Kesehatan.

b. menyusun standar kurikulum pelatihan

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Keanggotaan

Para guru besar dan ahli bidang ilmu

Kesehatan.



Penegakan Disiplin Tenaga 

Medis dan Tenaga Kesehatan 

Menteri membentuk majelis yang

dapat bersifat permanen atau

ad hoc untuk melaksanakan

tugas di bidang disiplin profesi.

Majelis menetukan ada tidaknya

pelanggaran disiplin profesi yang

diilakukan Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatan.

01 Pengaduan

Pasien atau keluarganya

yang kepentingannya

dirugikan atas Tindakan

Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan dalam

memberikan pelayanan

kesehatan dapat

mengadukan kepada

majelis.

02 Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan bersifat

mengikat Tenaga Medis

dan Tenaga Kesehatan.

Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan diberikan sanksi disiplin berupa:

a. peringatan tertulis;

b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan

atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang

memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan

tersebut;

c. penonaktifan STR untuk sementara waktu;

dan/atau

d. rekomendasi pencabutan SIP.

03 Putusan

04 Upaya Hukum

a. Putusan majelis dapat diajukan peninjauan kembali
kepada Menteri.

b. Persyaratan Peninjauan Kembali:

1. ditemukan bukti baru; 

2. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau

3. terdapat dugaan konflik kepentingan pada diri majelis

terhadap yang diperiksa.

MAJELIS DISIPLIN

PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI
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Pasal 311
Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan dapat membentuk

organisasi profesi.

• Pemerintah tidak menghilangkan OP,

tapi pemerintah juga tidak akan

mengatur OP

• OP adalah bentuk dari, oleh, dan

untuk anggota. Para anggota berhak

menentukan OP yang terbaik bagi

mereka

• Intervensi Pemerintah (dalam PP),

apalagi negara (dalam UU), untuk

memilih OP yang sesuai bagi para

anggotanya, merupakan bentuk

intervensi yang terlalu jauh merambah

hak dari para anggotanya

 Jelas tegas disampaikan bahwa

setiap orang memiliki hak untuk

berserikat berkumpul dan

mengeluarkan pendapat.

 UU Kesehatan tidak Mengatur dan

menetapkan nama OP, akan tetapi

UU Kesehatan hanya menghilangkan

nama Organisasi Profesi karena

dapat menciptkan monopoli dan

tidak sesuai dengan Pasal di dalam

UUD 1945 yang mengatur kebebasan

berserikat.

UU Kesehatan tidak menghilangkan
organisasi profesi

Pasal 28E UUD 1945
Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.

Pembinaan, pengawasan, serta 
peningkatan mutu dan kompetensi akan 

menjadi tanggung jawab bersama 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

konsil, dan kolegium

Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah bertanggung jawab
terhadap pengaturan,
pembinaan, pengawasan, serta
peningkatan mutu dan kompetensi
tenaga medis dan tenaga
kesehatan.

Organisasi Profesi memiliki peran
membantu pemerintah dalam
hal:

menghadirkan layanan
kesehatan yang lebih bermutu
dan aksesnya lebih terjangkau
oleh masyarakat.

Dasar Pembentukan
UU No 17 /2013 
ttg Organisasi 
Kemasyarakatan

ORGANISASI PROFESI
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PELINDUNGAN HUKUM SDM KESEHATAN #1

Pelindungan hukum bagi SDM merupakan HAK yang diberikan kepada tenaga
medis dan tenaga kesehatan sepanjang tenaga medis dan tenaga kesehatan
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi,
standar operasional prosedur.

PELINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH RS

1. RS WAJIB melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua
petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.

2. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua

kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber
Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

PELINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak

mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur

operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.

PELINDUNGAN UNTUK PESERTA DIDIK
Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh

bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti
proses pendidikan.

ANTI-BULLYING

• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan
pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai
dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai
sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan

perundungan.

• Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat
perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.

PELINDUNGAN DALAM KEADAAN DARURAT

• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya
Penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan
keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

• termasuk pelindungan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi dan memasuki
wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat tertentu yang
diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi
menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan
Wabah.

PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN BENCANA

• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan pada bencana secara menyeluruh dan berkesinambungan.

• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan
Kesehatan dalam rangka Tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat
dan/atau pada bencana DIKECUALIKAN DARI TUNTUTAN GANTI RUGI.

PELINDUNGAN HUKUM TIDAK MEMILIKI SIP
Dalam kondisi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang

memberikan Pelayanan Kesehatan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut.

PELINDUNGAN HUKUM PELAYANAN DI LUAR KEWENANGANNYA
Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat
memberikan pelayanan di luar kewenangannya.

PELINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN ABORSI KETENTUAN PASAL 60 UU
KESEHATAN
Aborsi dilarang dilakukan bagi setiap aorang KECUALI dengan kriteria yang
diperbolehkan dan HANYA DAPAT DILAKUKAN oleh:

a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
b. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
c. Dengan Persetujuan perempuan yang bersangkutan.

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena
indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang
menyebabkan kehamilan TIDAK DIPIDANA.

PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengetahui atau patut menduga
adanya tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan berhak melaporkannya kepada aparat penegak
hukum, dan wajib mendapatkan pelindungan hukum.
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DIATUR DI DALAM UU KESEHATAN DAN KUHP

Pasal 427

Setiap perempuan yang

melakukan aborsi tidak

sesuai dengan kriteria

yang dikecualikan dalam

pelaksanaan aborsi

Pasal 428

Setiap Orang yang melakukan

aborsi tidak sesuai dengan

ketentuan dalam pelaksanaan

aborsi baik dengan persetujuan

ataupun tanpa persetujuan,

Pasal 429

Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan yang melakukan

tindak pidana aborsi tidak

sesuai dengan ketuan dalam

pelaksanaan aborsi.

Pasal 431

Setiap Orang yang

memperjualbelikan darah

manusia dengan alasan

apa pun.

Pasal 432

Setiap Orang yang

mengomersialkan atas

pelaksanaan transplantasi

organ atau jaringan tubuh.

SANKSI PIDANA TIDAK DIATUR DALAM KUHP
Dalam

Undang-Undang Kesehatan
Tidak Diatur dalam KUHP15 Sanksi

Pidana

One Criminal Law Policy

KETENTUAN PIDANA

Berlaku sampai dengan diberlakukannya

UU No 1/2023 tentang KUHP pada Tahun 2026
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TERIMA KASIH


